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ABSTRAK

NIKEN EKHA SARITI, TM/NIM 2007/84295, Evaluasi Kebijakan Tentang
Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah (LARASITA)
di Kantor Pertanahan Kota Padang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Hasil Evaluasi Kebijakan
LARASITA yang meliputi Pelaksanaan program, pencapaian tujuan dan manfaat
LARASITA di Kantor Pertanahan Kota Padang; 2) Upaya yang dilakukan dalam
meningkatkan pelaksanaan program LARASITA di Kantor Pertanahan Kota
Padang.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan
metode deskriptif. Pemilihan informan dalam penelitian ini memakai purposive
sampling dan snow ball. Jenis data nya data primer dan data sekunder yang
dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumentasi. Uji keabsahan data yang
dilakukan dengan cara Triangulasi dan Member check. Analisis data yang
digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan pelayanan
persertifikasian tanah melalui Program LARASITA belum terlaksana sesuai
dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2009. Hal
ini terlihat dari pelaksananan program yang hanya melaksanakan 3 kegiatan yaitu
pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Tim LARASITA hanya berupa
penyuluhan pengenalan kegiatan LARASITA kepada masyarakat, partisipasi dan
kerjasama dengan nelayan dan usaha penangkapan ikan skala kecil yang
terealisasi baru 50 bidang dari target 100 bidang (50% pencapaian dari target yang
diinginkan) dan kegiatan legalisasi aset yaitu berkas yang baru selesai hanya 207
dari 430 berkas jika dipersenkan hanya 48% yang baru bselesai. Serta tujuan
LARASITA yang belum tercapai yaitu menghilangkan peran pihak ketiga dalam
pelayanan pertanahan serta meningkatkan target sertifikasi tanah dan manfaat
program LARASITA vyang dirasakan masyarakat belum tercapai secara
keseluruhan. Berdasarkan hal tersebut upaya yang dilakukan untuk meningkatkan
pelaksanaan program LARASITA perlu dilakukan peningkatan sosialisai ke pada
masyarakat; penambahan jadwal LARASITA, penambahan tenaga ukur, serta
pengaktifan GPS mobil LARASITA. Untuk itu disarankan kepada Kantor
Pertanahan untuk menambah SDM di kantor Pertanahan, ,meningkatkan
sosialisasi  tentang  pentingnya  persertifikasian tanah dan  program
LARASITA serta pelaksanaan pelayanan sesuai dengan PKBPNRI No.18 tahun
2009 tentang LARASITA.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat di
pisahkan dari tata kehidupan mahluk hidup, oleh karena itu tanah mempunyai
fungsi yang sangat penting bagi kehidupan manusia.Setiap manusia memerlukan
tanah sebagai tempat tinggalnya.Hubungan manusia dan tanah merupakan
hubungan yang sangat erat dan bersifat abadi dimulai sejak manusia lahir hingga
akhir hayatnya manusia selalu berhubungan dengan tanah.

Namun pengelolaan tanah dan pertanahan di Indonesia belum cukup baik
dan bahkan sering menimbulkan gejolak sosial di masyarakat. Sejumlah gejolak
tersebut ada yang dapat diurai oleh para pemangku kepentingan di tingkat lokal
namun ada pula yang belum dapat diselesaikan hingga tingkat pusat. Masing-
masing persoalan memiliki derajat kepentingan yang berbeda dan tidak dapat
dibiarkan begitu saja. Setiap pihak perlu memahami persoalan yang ada
gunamenghindari pengulangan yang sama dari tahun ke tahun.Tanah berperan
penting baik dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan
sebagai upaya yang berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan
makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Corak permasalahan yang biasa terjadi pada kantor Badan Pertanahan
Nasional (BPN) yang cenderung mengitari pengurusan sertifikat tanah adalah
birokrasi yang rumit dan tidak praktis,serta perilaku sejumlah oknum yang
mengambil keuntungan. Kondisi semacam ini berdampak negatif karena
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masyarakat menjadi apatis dalam mengurus sertifikat tanah di kantor BPN.
Padahal sertifikat tanah itu sangat penting, tidak hanya untuk legalitas
kepemilikantanah. Namun jika dilihat dari perspektif ekonomi, sertifikat tanah
dapat dimanfaatkan juga oleh masyarakat untuk mendapatkan modal usaha,
sehingga masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya

Berbagai inovasi mengenai pelayanan telah banyak dilakukan oleh sebagian
besar instansi publik.Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk
mewujudkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik,mudah serta
terjangkau. Dan juga sebagai jawaban kepercayaan yang telah diberikan oleh
masyarakat terhadap kinerja dari birokrasi pelayanan publik yang notabene selama
ini mendapatkan “image” kurang memuaskan dari sebagian besar masyarakat
yang mengurus pelayanan baik itu pelayanan perizinan maupun pelayanan non
perizinan seperti proses pengurusan yang terlalu berbelit —belit memakan waktu
yang terlalu panjang serta memakan biaya yang mahal.

Adapun upaya evaluasi pelaksanaan yang dilakukan untuk mengkaji
permasalahan mengenai pelayanan publik adalah dengan cara mencari formula-
formula yang dapat membantu masyarakat untuk memenuhi berbagai
kebutuhannya salah satu instansi publik yang melakukan inovasi pelayanan publik
adalah pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Inovasi
terbaru yang dibuat BPN RI yaitu Layanan Untuk Sertifikat Tanah (LARASITA)
atau kantor pertanahan bergerak. Dalam rangka untuk mendekatkan pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi BPN kepada masyarakat, bentuk terobosannya bukan

masyarakat yang datang ke Kantor Pertanahan melainkan petugas BPN setempat



yang mengunjungi sampai ke pintu-pintu rumah masyarakat pemilik
tanah.Program ini lahir salah satunya untuk mengurangi sengketa, konflik maupun
perkara di Indonesia. Program ini dijalankan oleh satuan tugas bermotor dari
kantor pertanahan setempat untuk melaksanakan semua tugas Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota, secara online dengan menfaatkan teknologi mutakhir di bidang
pendaftaran tanah dengan IT yang dihubungkan melalui satelit dengan menfaatkan
fasilitas internet dan “wireless communication system”.

Program LARASITA bertujuan untuk mempermudah, mempercepat, dan
menyederhanakan pelayanan persertifikatan tanah masyarakat. Program ini
menjadi amat penting untuk dikembangkan di Sumatera Barat, salah satunya di
Kota Padang. Berdasarkan hasil observasi awal pada Kantor Pertanahan Kota
Padang luas tanah di Kota Padang 32.996 Ha yang telah terdaftar 13.475 Ha dan
19.521 Ha yang belum terdaftar dan termasuk tanah terlantar (Badan Pertanahan
Nasional Kota Padang, 2011). Jika di persentasekan dari jumlah data yang ada
maka hanya sekitar 41% tanah yang telah terdaftar di Kota Padang.

Rendahnya tanah terdaftar disebabkan karena masalah umum pemilikan tanah
masyarakat di Sumatera Barat yaitu tanah yang pada umumnya merupakan Tanah
Milik Adat (TMA).Selain itu tanah yang belum terdaftar merupakan tanah yang
keberadaannya jauh dari Kantor Pertanahan Kota Padang sehingga sulit bagi
pemilik tanah untuk mendaftarkan tanahnya yang membutuhkan waktu yang
cukup lama. Serta cara pengurusan pendaftaran tanah yang masih belum

dimengerti oleh masyarakat.



Dalam keadaan tersebut LARASITA dapat membantu peningkatan dan
pemanfaatan tanah yang belum memiliki surat kepemilikan tanah di Kota Padang.
Dengan adanya program LARASITA masyarakat dapat dengan mudah mengurus
administrasi pertanahan sehinggamasyarakat tidak perlu lagi datang ke Kantor
Pertanahan. Dengan diimplementasikannya kebijakan program LARASITA di
Kota Padang, maka dibutuhkanlah suatu penilaian atau evaluasi untuk mengetahui
sejauh mana keberhasilan atau kekurangan dari implementasi kebijakan tersebut.
Evaluasi kebijakan aspek yang harus dilaksanakan dari keseluruhan proses
kebijakan untuk mengetahui sejauh mana tujuan kebijakan tersebut telah dicapai.

Semenjak ditetapkannya program LARASITA pada tahun 2009, memang
hingga saat ini masih terdapat hambatan dalam pelaksanaannya, hambatan yang
dihadapi terutama masih rendahnya kesadaran masyarakat didalam mengurus
persertifikatan tanah. Hal ini terlihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh
Desni (2010) yang menunjukan bahwa terdapatnya kendala-kendala dalam
pelaksanaan program LARASITA di Kabupaten Pasaman yaitu kendala dari
kantor pertanahan dan masyarakat. Belum terlaksananya program ini dengan baik
juga terlihat dalam penlitian yang dilakukan oleh Mery Anggraini(2012) yang
menyatakan bahwa pelaksanaan pelayanan persertifikasian tanah melalui program
LARASITA di Kabupaten Padang Pariaman belum sesuai dengan Peraturan
Kepala Badan Pertanahan No. 18 Tahun 2009.

Berdasarkan rujukan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan
wawancara serta observasi yang penulis lakukan terlihat bahwa program

LARASITA belum terlaksana sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan



Nasional RI Tahun 2009 Tentang LARASITA.Oleh karena itu peneliti tertarik
melakukan evaluasi terhadap kebijakan LARASITA yaitu dengan mengevaluasi
program, tujuan dan manfaat LARASITA. Judul dari penelitian ini adalah “
Evaluasi Kebijakan Tentang Layanan Rakyat Untuk Sertifikat Tanah

(LARASITA) di Kantor Pertanahan Kota Padang”

B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka ada beberapa masalah yang
dapat diidentifikasiadalah:
a. Rendahnya tanah terdaftar di Kota Padang.
b. Tanah yang berada di Kota Padang kebanyakan masih merupakan Tanah
Milik Adat (TMA) sehingga sulit untuk di sertifikatkan.
c. Masih banyaknya masyarakat yang kurang tahu tentang proses pengurusan
sertifikasi tanah melalui program LARASITA.
d. Terdapatnya keluhan dari masyarakat mengenai pelayanan LARASITA.
e. Kurangnya kuantitas sumber daya manusia yang tersedia dandiperlukan di
Kantor Pertanahan.

f.  Program LARASITA belum mencapai target yang diinginkan.

C. Batasan Masalah
Untuk memberikan arahan pada masalah yang diteliti sehingga maksud dan

tujuan tercapai.maka perlu adanya batasan masalah.Berdasarkan identifikasi



masalah diatas maka batasan masalahnya adalah Evaluasi Kebijakan Tentang

LARASITA Di Kantor Pertanahan Kota Padang.

Perumusan Masalah

Rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana Evaluasi Kebijakan LARASITA yang meliputi pelaksanaan
program, pencapaian tujuan dan manfaat LARASITA di Kantor Pertanahan
Kota Padang?

Apa saja upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pelaksanaan program

LARASITA di Kantor Pertanahan Kota Padang?

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusanmasalah, maka penelitian ini dilaksanakan dengan

tujuan untuk:

1.

Mengetahui hasil evaluasi kebijakan LARASITA yang meliputi program,
Tujuan dan Manfaat di Kantor Pertanahan Kota Padang.
Mengetahui upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pelaksanaan program

LARASITA di Kantor Pertanahan Kota Padang.



F. Manfaat Penelitian
Dengan adanya penelitian ini, diharapkan berguna sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk
pengembangan konsep ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang kebijakan
publik dan administrasi pertanahan.

2. Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat:

a. Memberikan informasi  bagi  stakeholders terkait = mengenai
permassalahan-permasalahan seputar kebijakan program LARASITA di
Kantor Pertanahan Kota Padang.

b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi
peneliti lanjutan yang ada hubungannya dengan evaluasi kebijakan

publik.





